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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Dasar pertimbangan hakim
untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan dalam putusan pengadilan Nomor:
10/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder
yang bersumber dari putusan pengadilan Nomor: 10/Pid.Sus.K/2012/PN. Madn.
Alat yang digunakan yaitu dari bahan hukum sekunder, yang dengan memberikan
penjelasan mengenai hukum primer. ‘Analisis data dilakukan secara kualitatif
yuridis, dengan mengadakan analisis pelaksanaan perundang-undangan yang
berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan di lapangan sesuai dengan
permasalahan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun
sedemikian rupa kemudian dianalisis secara normatif, logis, dan sistematis.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa hakim memutus
pidana yang ringan terhadap terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang ditemukan
di dalam persidangan, alasan-alasan yang memperberat dan memperingan pidana
diatur di dalam KUHP namun apabila tidak ditemukan maka dapat dilihat dari
alasan-alasan yang ditemukan di dalam persidangan. Dalam putusan Nomor:
10/Pid.Sus.K/2012/PN. Mdn, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang
Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pengadaan Barang.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the basis for the judge's
consideration to impose a very light sentence in the court decision Number: 10 /
Pid.Sus.K / 2012 / PN. Mdn. This research is a study using secondary data
sourced from court decision Number: 10 / Pid.Sus.K/ 2012 / PN. Mdn.

The tools used are secondary legal materials, which provide an explanation
of the primary law. The data analysis was carried out in a qualitative juridical
manner, by analyzing the implementation of the applicable laws and relating it to
the reality in the field according to the research problem. The data obtained from
the research results are arranged in such a way and then analyzed normatively,
logically, and systematically.

The research results in this thesis show that the judge decided to declare
the Defendant, has been legally and convincingly proven guilty of committing the
crime of “corruption collectively" because all elements of the articles charged in
the Subsidair Indictment One have been fulfilled and the judges believe the crimes
as charged in indictment one subsidair have been proven, so the Defendant must
be legally and convincingly proven guilty of committing the crime charged.

Keywords: Crime, Corruption, Procurement of Goods.

*Student of the Faculty of Law, Catholic University of Santo Thomas, North
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